ABSTRAK

Sektor pertanian mempunyai peran penting di Indonesia. Keberadaan
sektor pertanian pada saat ini membutuhkan dukungan dari lembaga keuangan
pada sisi permodalan. Keberadaan KSU BMT Bina Sejahtera mampu memberikan
celah petani melalui pembiayaan syariah pada sektor pertanian. Tujuan penelitian
ini yaitu mengetahui prosedur pembiayaan musyarakah pertanian di KSU BMT
Bina Sejahtera dan menganalisis kesesuaian pembiayaan syariah sektor pertanian
di KSU BMT Bina Sejahtera dengan ketentuan hukum Islam. Metode penelitian
ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data
berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data pada penelitian
ini menggunakan 2 narasumber dari pengelola KSU BMT Bina Sejahtera dan 5
mitra KSU BMT Bina Sejahtera yang memiliki pembiayaan musyarakah sektor
pertanian. Pengecekan keabsahan data penelitian ini menggunakan metode
triangulasi. Hasil penelitian di KSU BMT Bina Sejahtera yaitu prosedur
pembiayaan syariah akad musyarakah di sektor pertanian secara garis besar
dimulai dengan pengajuan formulir pembiayaan dan kelengkapan berkas,
selanjutnya dilakukan pengecekan, survei yang menghasilkan penawaran bagi
hasil, dan diakhiri dengan keputusan dari rapat komite pembiayan. Sedangkan,
pembiayaan musyarakah yang dilakukan masih belum sesuai dengan fatwa DSN
MUI diantaranya mengenai kesepakatan modal, keberadaan bunga dan pembagian
kerugian ditanggung oleh mitra.

Kata kunci : Akad Pembiayaan Musyarakah, Sektor Pertanian, Fatwa DSN MUI.

Xiii



ABSTRACT

The agricultural sector has an important role in Indonesia. At the present, the
existence of the agricultural sector needs support from financial institutions on
the capital side. The existence of KSU BMT Bina Sejahtera able to provide the
supply modal for farmers through sharia financing in the agricultural sector. The
purpose of this study increase knowledge regarding the procedure Musharaka
financing agricultural in KSU BMT Bina Sejahtera and to analyze the suitability
of sharia financing in the agriculture sector in KSU BMT Bina Sejahtera with the
guidance of Islamic law. This research method uses descriptive qualitative
method which conducted by interview, observation and documentation. The data
collection use 2 informan from management staff at KSU BMT Bina Sejahtera and
5 from KSU BMT Bina Sejahtera partners who have project on musharaka
financing of the agriculture sector. The validity test of data uses triangulation
method. The result of research at KSU BMT Bina Sejahtera is the sharia
procedure of musharaka financing contract on the agricultural sector begins with
the filing of the financing form and the completeness of the file, then checks, the
survey which generates the profit-sharing offer, finally the decision of the meeting
of the financing committee. Meanwhile, musharaka financing which is still not in
accordance with the fatwa of DSN MUI such as concerning the agreement of
capital, the existence of interest and the loss-sharing is still obligation only for
consumers.

Keywords: Musharaka financing contracts, Agricultural Sector, Fatwa DSN MUI

Xiv



